
BUPATl BARJTO UTARA 
PROVINS! KALJMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI BAIUTO UTARA 
NOMIOR .29 TAHON 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BAIUTO UTARA 
NOMOR 40 TABUN 2015 TENTANG PENJA.BARAN ANGGARAN PENOAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TABUN ANGGARAN 2016 

Menimbang 

Menginga, 

DENGAN RABMAT TUHA.N YANG MAHA ESA 

BUPATIBARITOUTARA, 

a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah

Taltun Anggarao 2016 lelah ditetapkan berdasarkan Peraturan

Bupati Barito Utrua Nomor 40 Tabun 2015 t<.>ni.ang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaeral'i Tahun Anggaran 2016
sebagaimana telah diabab beoorapa kali terak:hir dengan

Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 24 Tabun 2016 tenrang

Pcrubaban Ketiga Acas Peracuran Bupati Barito Utara Nomor
40 Tahun 2015 tent.ang Peajabaran Anggaran Pendapatan dan

Bclanja Oacrah Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Prcsiden Republilc

Indonesia Nornor 66 Tahun 2016 teacang Rincian An ggaran

Pendapalan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Peraturan

maka sebagaimana dirnaksud pada hurur a perlu dilakukan
perubahan yang dicetapkan dengan Perat1.lran Bupati Barilo

Utara;

l. Undang-Undang Nomor 27 Tabun 1959 tentang Penetapan

Undang-Unda.ng OaruraL Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pcmbentukon Daerah Tingkal LI di KaJimontan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagru Undong­

Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965

tentang Pem.bentukan Daeral'i 1'ingkal 11 Tanah Laut, Daerah

Tingkal LI Tapio dan Daerah 'l'ingkat IJ Tabalong dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ten.tang

Penetapan Undang-Undang Oarurat Noroor 3 Tahuo 1953 tentang

Pembeotukan Daerab 1'ingkal II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik tndooesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lcmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2756);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Lentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286); 

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tabun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesla Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Lentang Pemeriksaan 
Pengelolaan da.n Tanggung Jawab Keuangan Negiu-a (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tehun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang- Undeng Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negiu-a 
Rcpublik lndonesie Nomor 4421); 

7 . Undang-Undang Nomor 33 Tahwi 2004 tentang Perimbangan 
KeUSJ1gan antara Pemerintab Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 lentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenLang Pembentu.kan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pernerintahan 
Oaerab (Lcmbaran Negiu-a Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali cliubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kcdua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 20 I 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

ii. ?cnilurw1 Pemerinlah Nomor 24 Tultun 2004 lentang Kcdudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan clan Anggota DPRD (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagairoanl\ 
telah diubah 'beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraruran 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4705); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tehun 2005 tenla.11g Pinjeman 
Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4574); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan 11,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137 Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 
14. Peraturan Pemerinr.ab Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Kcuangan Oaerab (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2005 Nomor 140, •rembahan Lembaran Negara l{epublik Indonesia 

Nomor 4578); 
16. Peraturan Pemerintab Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Stander Pelayanan Minimal 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
' rambahan Lerobara.n Negara l{epublik Indonesia Nomor 45!:15); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelapora.n 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pcmcrintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stander 
Akuntansi Pemerintahen (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, T:unbnhtl."1 Lembar..n !'leg= Rcp~blik 

Indonesia Nornor 5165); 
19. Peraluran Pcrnerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tnmbahan U:mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

20. re:ra;.urar. McntA::ri Dalam Ncgcri Nomor 13 To.hun 2006 ten tang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
d iubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mentcri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 20 l l ten tang Perubahan kedua atas 
Peraturan Menteri Da1am Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang 
Pedui'Uelii rcragck,loafi Kcucu:.gan Dae.raL, 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tontang 
Pcdoman Pcnyusunan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah 
Tahun Anggaran 2016 sebagaimana t.clah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tetang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Oaerah Tahun Anggaran 2016; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten BanlO Utara Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran 
Oaerah Kabupalcn Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerab Kabupaten Barito Utara Nomor l); 
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Menctapkan 

MEMUTUSKAN : 

: PERATURAN BUPATJ TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 
PERATURAN BUPATl Bt\RJTO UTARA NOMOR 40 TAHUN 20 15 
TENTANC PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGOARAN 2016. 

Pasal 1 

Beberapa kctencuan Dalam Peraruran Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2015 
tentang Penjabara.n Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerab Tahun Anggaran 2016 
(Serita Daerah Kabupalen Barito Utara Tahun 2015 Nomor 40) seba,gaimana telah 
diubab beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Utarn Nomor 2'1 Tahun 
2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Oupati Barito Utarn Nomor 40 Tahun 
2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Tabuo Anggaran 
2016 (Serita Daerah Kahupatcn Barito Utara Tahun 2016 Nomor 24), diubah sebagai 
berikut: 
l. Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Barito Utara 

semuta berjumlab Rp l.197.237.665.390,56 hertambab sejumlah 
t{p 62.284.554.14':1,00 sehmgg-a menJadt Rp l.25':1.522.2 19.539,50. 

2. Ketcntuan Pasal 1 diubah schingga berbunyi sebagai berikut: 

Paaal l 

(1). PENDAPATAN : 
a. DANA PERIMBANGAN 

t. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak: 
-Semula Rp. 176.580.611.000,00 
- Bertrunbah/ (berkurang) Rp. 38.021.023.000.00 

Jumlab setelah peruballan Rp. 214.601.634.000.00 
2. Dana Alokasi Khusus: 

- SemuJa Rp. 157 .8 I 3.030.000,00 
• Bertambah/(bcrkurang) Rp. 140.649.135.000,00 

Jumlah setelah pt.'n.lbal,an Rp. 298.462. l 65.000.00 
b. 1..AIN-L,AJN Pl!:NOAJ>A'l'AN OA~RAH YANG SAH 

Dana Penyesuaian dan Otonomi Kbusus: 
• Semula Rp. 88.078.778.000,00 
- Bertambah/(berkurangl (Rp. 83.078.778.000.00l 

Jumlah setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00 

(2). B&LANJA : 
a. B&I..ANJA TIDAK LANOSUNG : 

l. Belanja Pegawal : 
- Semuta Rp. 465.220.472.329,00 
- Bertrunbail/(berkurang) ,,R,.o::..., _ __.,2,,_o.""5"'8""4"'.6,.,.7.,_7..,. 7_,,Sc:,4.,,.0=0 

Jumlah setelah perubahan Rp. 485.805.150.083,00 
2. Belanja Hibab : 

- Seroula Rp. 13.500.000.000,00 
- Ber tam bah/ (bcrkurang) ~R,..p.,.. ___ 1,_,.,,6,,_22"" . ..,4_,,0,,0-". 0'-'0'-'0"',0""0 

Juntlah selelah perubaban Rp. 15.122.400.000,00 



b. BELANJA LANGSUNG : 
1 . Be lanja Pegawai : 

- Semula Rp. 43.711.775.556,00 
- Bertam bah/ (berkurang) "-'Ri-,:p,_. _ _ _ 4,.,3""5.,.. 7'-'2.,,0e.:•.,<O,:;0o:c0,.,0'-"'0 

JumJah setelah perubahan Rp. 44.147.495.556,00 
2. Belanja Barang dan Ja.sa : 

- Scmula Rp. 230. 752.893.891,56 
- Ber tambah/(berkuran.g) !>Rc-"Pc...-- -~l'-".4~54:;z,.a.9,:;:,4:,,5s,.2e,2.,,0,,,.0,,,,_0 

Jumlah serela.h perubaha:n Rp. 232.207.839. l I J,56 
3. Belanja Modal : 

- Semula Rp. 335. 191.244.419,00 
- Bertambah/(berkurang) ,.,R,..p,_. --"'3""8'"'. 1..,,8""6'-".8,..l-"l ,..lu.7-"5,.,.0=0 

Ju.mlab setelah perubahan Rp. 373.378.055.594,00 

3. Ketentuan pada L.ampiran I dan Lampiran Il diubab, sehingga menjadi 
scbagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran 11 Peramran Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan BupaLi ini mulai berlaku pada langgal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetah uinya. memerintahkan pengundangan Pcraturan 
BupaU Barito Utara ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupatcn Barito 
Utara. 

Diunda.ngkan di Muara Tcweh 
pada 1anggal 19 September 2016 

SEKRE'TARIS DAERAH. 

A ------JAINALABIDIN 

Ditet.apkan dl Muara Teweb 
pada tanggal 19 SepLember2016 

BUPATI BARITO UTARA, 

l>PP KA ~ a1:(1111rdtallu 

Stkda. L,- A 

KaJh -S~Ji.cll~ -- 1 
Ju.hid , l 
"1&•1 -· 
Pdcakuna • 

SERITA DAERAT-1 KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR '{;,!] · 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

F~,1FAUZI 
NIP. 19710961 199803 1 004 

SEl<DA 
ASISfEll 
PEMl!R lNT AMAN 

l<AB/lG HUKUl.t 

KASUBBAG 
KONSEPTOR 
(. . .. ........ ) 
PruROijUNG Ji.WM! 
DERKAS 
I - • • •• • • •• • •• ) 


